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FATA PENCANTAL

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka meningkatkan
pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kineja instansi pemerintah
untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
mengamanatkan perlunya penyempurnaan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2024 ini menunjukkan tingkat capaian yang
baik dimana capaian untuk tujuan dan sasaran strategis telah memenuhi sasaran yang
ditetapkan. Laporan ini merupakan prestasi capaian kinerja yang akan menjadi catatan
bagi pegawai Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat lebih memberikan manfaat kepada masyarakat

maupun para pihak yang berkepentingan.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian

Ketut Nayaka, S.H., M.H.
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19680911 198903 1 005
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali Tahun 2024 dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam
pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
berdasarkan perencanaan strategis (strategic planning) yang ditetapkan. Hal ini
merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik
(good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Setda Provinsi Bali Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Mendorong Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi
Bali di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang
didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak
yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kinerja Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali di dalam pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mewujudkan pengadaan barang/jasa yang
kredibel sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

4. Bahan evaluasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana terakhir dirubah
dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda
Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi
Pembangunan.

Page | 1
N | ’ “
(/2/;) Balai Dokumen ini telah ditandatangani secara = & [ eancst, .,
L)@) Sertifikasi elektronik menggunakan sertifikat elektronik x um?ﬁ.’,‘g‘&i@m
W | Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BANGGA BUATAN o

INDONESIA



Untuk melaksanakan hal tersebut Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Perekonomian Setda Provinsi Bali melaksanakan 4 (empat) Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Derah Provinsi
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Sasaran Penyusunan LKjIP adalah sebagai laporan kegiatan Biro
Pengadaan Barang/jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali berupa
pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020 — 2023
dan Perjanjian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Tahun
2024 serta DPA Tahun Anggaran 2024 selanjutnya dilakukan Pengukuran Kinerja
Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

1.2 Dasar Hukum

LK|IP disusun berdasarkan:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

e. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021
Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor
25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun
2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita
Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekda Provinsi Bali melaksanakan Fungsi Penunjang di bidang Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Pembangunan.

Lebih lanjut dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana
e E] Page | 2
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telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas pokok
diantaranya:

a. Melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa;

b. Melaksanakan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

c. Melaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang
perekonomian dan pembangunan.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda
Provinsi Bali berdasarkan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan, terdiri dari 2 (dua) Bagian dan 1 (satu) Unit Substansi,
yaitu: Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Bagian
Pengelola Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa serta Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan.
Bagian/Unit Substansi di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Sekretariat Daerah Provinsi Bali dibagi lagi menjadi Sub Bagian/Sub Koordinator
dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PENGADAAN BARANG/.JASA DAN PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI BALI

BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

KEPALA BIRO PBJ DAN
PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI BALI

Drs. I Ketut Adiarsa, MH
Pembina Utama Muda (IV/c¢)

pm———

KEPALA BAGIAN PENGELOLA
KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
PELAKSANAAN PENGADAAN
LAYANAN PENGADAAN SECARA BARANG/JASA, PEMBINAAN DAN
ELEKTRONIK (LPSE) ADVOKASI PENGADAAN BARANG/ JASA
Bambang Satriawan, 8. Kom. MM. Ni Made Ayu Hariwati Wijaya, SHL., MII
Pembina (IV/a) Pembina Tk. T (TV/b)

KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO

I Putu Wira Pramana, S.STP
Penata (I11/¢)

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

A S S
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Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian, yang membawabhi :

1. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),
membawabhi :
a. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
b. Unit Substansi LPSE; dan
C. Unit Substansi Pengelola Sistem Informasi dan Pemantauan Pengadaan
Barang/Jasa.

2. Bagian Pengelola Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawabhi :
a. Unit Substansi Strategi dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b. Unit Substansi Pendampingan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis
Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. Unit Substansi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pengadaan Barang/Jasa.

3. Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan, membawabhi :
a. Unit Substansi Ekonomi Makro, Ekonomi Mikro, dan Sumber Daya Alam ;
b. Unit Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah; dan
c. Unit Substansi Administrasi Pembangunan Daerah.

1.5 Sumber Daya

Sumber daya yang tergambar dalam laporan ini terdiri dari kondisi sumber
daya manusia yaitu individu yang bertindak sebagai penggerak bagi organisasi dan
perusahaan, dan bertindak sebagai aset yang memerlukan pelatihan dan
pengembangan keterampilan serta kondisi sarana dan prasarana kerja yang
menggambarkan kondisi peralatan dan perlengkapan penunjang yang digunakan
sebagai alat bantu dalam mencapai tujuan organisasi.

1.5.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia merupakan unsur yang terpenting didalam
organisasi, Kondisi SDM di Biro Pengadaan Barang/Jasa danPerekonomian
sebanyak 111 (seratus sebelas) orang yang dikelompokkan berdasarkan uraian
sebagai berikut :

Tabel 1.1
Berdasarkan Status/Jenjang Jabatan

Keterangan Jumlah

o

1 Pejabat Eselon Il 1 orang

2 Pejabat Eselon lli 2 orang

3 Pejabat Eselon IV 1 orang

4 Pelaksana 20 orang

5 Fungsional 46 orang

6 CPNS -

7 Tenaga Honorer -

8 Tenaga Harian -

9 Tenaga Non ASN 29 orang
Jumlah 99 orang

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJEK Setda Provinsi Bali, Tahun 2024
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Tabel 1.2
Berdasarkan Gender, Pendidikan dan Kepangkatan

Laki - Laki Perempuan

Ve - - - - - - - - - - - -
Iv/id - - - - - - - - - - - -
IVic 1 1 2 - - - - - 0
IV/ib 1 1 - 1 - - - 1
IV/a 1 2 3 - 2 1 - - - 3
Jml. Gol. IV 1 4 1 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0 4
n/d 1 4 7 12 - 2 1 - - - 3
/e 1 1 - - - - - 0
/b 1 1 - 1] - - . 1
Il/a - - 15 1 16 - - 11 - 1 - 12
Jml. Gol. lll 1 4 | 24| - 1 - 30 - 2 | 14| - 1 - 16
I/d - - 2 0 0 2 - - 1 - - 1
lic - 0 1 0 0 1 - - - - - 0
/b - - - - - - - - - - - - - 0
I/a - - - - - - - - - - - - - 0
Jml. Gol. I 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2
Jml. Gol. | (I/d) 0 - - - - - - - - - - - -
Non ASN 0 - |11 - 3 - 14 - - 2 | 12 1 - 15

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJEK Setda Provinsi Bali, Tahun 2024

Jumlah pegawai per bagian sebagai berikut :

a) Kepala Biro sebanyak 1 orang.

b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
sebanyak 26 orang.

c) Bagian Pengelola Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa,Pembinaan
dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 54 orang.

d) Unit Substansi Perekonomian dan Pembangunan sebanyak 18 orang.

1.5.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Berdasarkan Buku Inventaris Tahun 2024 (auditied), dapat diperoleh data
aset sebagai berikut. Jumlah barang milik daerah yang ada di Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dengan total nilai sebesar
Rp.10.078.860.803,78 dalam kondisi baik masih dapat dipergunakan dalam
rangka menunjang pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai
berikut :
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Tabel 1.3
Data Aset

Mutasi dari Januari s/d Desember 2024

Saldo Awal
(Posisi per 1 Januari 2024)

e T Saldo per 30
g Desember 2024
Tanah - - - - -
Peralatan dan 1050 | 9.322.745.503,78 756.115.300,00 - | 9.507.407.303,78
mesin
Gedung dan - - - - -
Bangunan

Jalan, Jaringan - - - - -

Aset Tetap lainnya - - - - -

Aset tak berwujud 5 549.714.000.00 549.714.000.00

Total 1082 | 9.872.459.503,78 756.115.300,00

10.078.860.803,78

Sumber : Sub bagian Tata Usaha Biro PBJEK Setda Provinsi Bali, Tahun 2024
1.6 Sistematika LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika
mendasar sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, sebagai berikut :

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Bab | Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali.

Bab Il Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan
perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

Bab Ill Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

Bab IV Penutup

Lampiran-lampiran
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Strategi Kebijakan

Strategi kebijakan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda
Provinsi Bali Tahun 2024, tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Strategi dan Kebijakan
Strategi Kebijakan

Terwujudnya tata kelola| 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan,
pengadaan barang/jasa di kompetensi SDM dan kinerja pengadaan
Lingkungan Pemerintah barang/jasa pemerintah yang menghasilkan
Provinsi Bali minimal baik value for money
dalam menunjang visi, misi| 2 prosentase Pengadaan Barang/Jasa melalui
dan program pemerintah Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara
Provinsi Bali Elektronik (SPSE)

Terwujudnya perekonomian | Persentase rata-rata kebijakan bidang
Bali yang berdaya saing dan | perekonomian dan pembangunan daerah yang
berkelanjutan serta | ditindaklanjuti sesuai ketentuan

meningkatkan tertib
administrasi pembangunan

2.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Setda Provinsi Bali TA 2024, tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Anggaran

Program/ . 8 Pagu Anggaran Pagu Anggaran
Kegiatan NRIEE Lol APBD (Rp) APBDP (Rp)
1 | Program Perencanaan, Denpasar 3.445.032.360 3.307.678.560
Penunjang Penganggaran, dan
Urusan Evaluasi Kinerja

Pemerintahan Perangkat Daerah
Derah Provinsi

Administrasi Keuangan Denpasar
Perangkat Daerah

Administrasi Umum Denpasar
Perangkat Daerah

Pemeliharaan Barang Denpasar
Milik Daerah Pununjang
Urusan Pemerintah

Daerah
2 Program Pengelolaan Kebijakan Denpasar 1.112.579.000 1.212.485.000
Perekonomian dan Koordinasi
dan Perekonomian

Pembangunan -
Pengelolaan Kebijakan Denpasar

dan Koordinasi Sumber
Daya Alam

Pengelolaan Kebijakan Denpasar
dan Koordinasi BUMD
dan BLUD
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3 Program Pengelolaan Pengadaan Denpasar 765.655.000 7.575.257.000
Kebijakan dan Barang dan Jasa
Pelayanan
Pengelolaan Layanan Denpasar
Pengadaan
Barang dan Pengadgan Secara
Jasa Elektronik
Pembinaan dan Denpasar
Advokasi Pengadaan
Barang Jasa
4 Program Pengendalian Denpasar 82.125.000 82.125.000
Kebijakan Administrasi
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan Daerah
Pelaporan Pelaksanaan Denpasar
Pembangunan Daerah
TOTAL 5.405.391.360 12.177.545.560

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2024

Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2024 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan
Perekonomian Setda Provinsi Bali mengacu pada Dokumen Rencana Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024

INDONESIA

1 | Terwujudnya  Tata | - Persentase Rata-rata Pemanfaatan 95 %
Kelola Pengadaan Sistem PB] (SIRUP, E-Tendering/E-
Barang/Jasa di Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering
Lingkungan & Non-E-Purchasing, E-Kontrak)
Pemerintah Provinsi
Bali
- Persentase Keterisian Jabatan 75%
Fungsional PB] terhadap Formasi yang
sudah Mendapatkan Rekomendasi
- Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ Level
3(Proaktif)
- Persentase Rata-rata Capaian Kinerja 95 %
Pengadaan Barang/Jasa (Ketepatan
waktu, biaya, kualitas dan layanan)
- Persentase Komitmen Belanja Produk 0
) 95 %
Dalam Negeri
2 | Terwujudnya - Persentase Terkendalinya Inflasi Provinsi 100 %
Perekonomian  Bali Bali
yang Berdaya Saing - Persentase Kinerja BUMD Kategori Sehat 0
. 70 %
dan  Berkelanjutan . )
. - Persentase Capaian Program Kerja
serta Meningkatkan TPKAD
Tertib  Administrasi 100 %
Pembangunan - Persentase Kebijakan Bidang
Perekonomian dan  Pembangunan
Daerah yang Ditindaklanjut 100 %
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2.4 Instrumen Pendukung

Dalam merealisasikan program/kegiatannya, setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah memerlukan perangkat pendukung yang diharapkan dapat membantu
mencapai sasaran atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, untuk mendukung
akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Untuk maksud efisien dan efektif dalam pengelolaan pengadaan
barang/jasa maka Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda
Provinsi Bali telah dilengkapi instrument pendukung antara lain Kelompok Kerja
Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Sistem Informasi Pengadaan
Barang/Jasa (SiAngsa), Sistem Informasi Barang Persediaan (SiBaper), Sistem
Informasi RUP Terinput (Siput), dan Aplikasi Rekap Catalog (Arca).

Gambar 2.1
Gambar Tampilan Halaman Muka SPSE

Sistem Informasi Per X | © (3) WhatsApp X | @ siroP arang/jasadac X @8 LPSE Provinsi Bali - Home

M Inbox (246) - Ipseprovbali® x | @ SANGSA

AYO
L)
DAFTAR DI SINI

sKinisoatnya sikulTender ‘, "l.z..z

3

) SURAT PERNVAT..docx A
\1
L Type here to search l =i

www.lpse.baliprov.go.id

Gambar 2.2
Aplikasi SiAngsa

X | @ 8iro Pengadasn Sarang/issadar X | @ LPSE Provinsi Bali - Home

Whatsapp

o o _o O Home KBLI 2020 Link Aplikasi
, DLBaNEIMUIVEI ATV

3 I @
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Selamat Datang di
SIANGSA

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Provinsi Bali.

Masuk Aplikasi

@ SURAT PERNYAT..docx A
N T =
P Type here to search sﬁ 58 ® B @ =m ®» 9 ¥

www.siangsa.baliprov.go.id
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http://www.lpse.baliprov.go.id/
http://www.siangsa.baliprov.go.id/

Gambar 2.3
Gambar Tampilan Halaman Muka SiBaper

® Whatsapp X @ Portal Sistem Terintegrasi Bio P2 X 4+ - o X

<« C @ sibaperbaliprov.go.id * a»@ :

I @ PBJ Sistem Informasi Terintegrasi

PEROLEHAN PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Biro PBJ

doc ) Lap_akhir_Pengad..doc &) isporan AkhirKe.dock A | W) 01, isporan Akhir..docx A | ) Lsporan Akhir Ta...cocx &) 05, surat Fengan...docx A showall | X

®) Lap_akhic_pelayan...doc
H P Type here 1o search AEdx ND

www.sibaper.baliprov.go.id/

Gambar 2.4
Gambar Tampilan Halaman Muka Siput

M Iobox (246) - Ipseprovbali®gm: X | @) SIANGSA .--Satem Informasi Fe: X | © (3) Whatsapp X ® BiroPangadaan Barang/lasa dar X | @@ LPSE Provins Ball - Home x| + v - o x

o PBJEK Setda Provinsi Bali

Rekap Pagu Sirup Terinput

https://portalpbj.baliprov.go.id/

Gambar 2.5
Gambar Tampilan Halaman Muka Arca

<« C @& portalpbj.baliprov.go.id o > O :

BB Mikroti D : Modif.. == 41Best Fras Web. Cuttly | Free Cust ) SMTPERROR: Fail.. # upload file centos SPSE :: Central Re... 7% PTKBAHASAIND.. 5 suku kedua suatu

aTCar

APLIKASI REKAP CATALODGE

https://portalpbj.baliprov.go.id/
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali telah
melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun
2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan
mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan
memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja
(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja
1. 91< 100 Sangat Baik A
2. 76< 90 Baik B
3. 66< 75 Sedang C
4, 51<65 Rendah D
5. <50 Sangat Rendah E

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh
Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran
strategis Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian
Setda Provinsi Bali Tahun 2024

Sasaran : . Reali  Krite kode
: Indikator Kinerja ; :
Strateg IS sasl rna
1. Persentase Keterisian % 100 91,3 Sangat A
Jabatan Jabatan Fungsional Baik
PBJ terhadap formasi yang
sudah mendapatkan
Terwujudnya Tata rekomendasi
Kelola Pengadaan | 2. persentase kompetensi % 100 92 Sangat A
Barang/Jasa di SDM PBJ (PPK, Pokja, PP) Baik
Lingkungan
Pemerintah
1 | ProvinsiBali 3. Tingkat kematangan level 4 3 Sangat A
minimal baik lembaga UKPBJ (strategis) | (proaktif) | Baik
dalam menunjang
visi, misi dan 4. Persentase bimbingan % 100 100 Sangat A
gggfrmtah teknis, pendampingan Baik
R dan/atau konsultasi proses
Provinsi Bali pengadaan barang/jasa dan
penggunaan seluruh system
informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah
yang terfasilitasi
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Sasaran

Indikator Kinerja

Strategis
. Persentase rata-rata % 100 98,08 Sangat A
capaian kinerja pengadaan Baik
barang/jasa (ketepatan
waktu, biaya, kualitas dan
layanan)
. Persentase pengelolaan % 100 99 Sangat A
sistem dan infrastruktur Baik
layanan pengadaan
barang/jasa secara
elektronik yang transparan
dan akuntabel
Terwujudnya . Persentase jumlah % 100 100 | Sangat A
Pengelolaan pengembangan sistem Baik
Layanan informasi pengadaan yang
Pengadaan handal dan mendukung
Secara Elektronik seluruh aktivitas pengadaan
yang mudah,
cepat, transparan, . Persentase monitoring dan % 100 86,26 Baik B
akuntabel dan evaluasi pelaksanaan paket
terintegrasi strategis PBJ
. Persentase layanan % 100 100 Sangat A
perencanaan, pengelolaan Baik
keuangan serta administrasi
umum dan kepegawaian
yang diselesaikan tepat
waktu
. Persentase Pengendalian % 100 100 Sangat A
Stabilitas Harga Kebutuhan Baik
. Pokok, Percepatan Akses
Terwujudnya Keuangan Daerah dan
Persentase Pemanfaatan Sumber Daya
Kebijakan Bidang Alam
Perekonomian
dan . Persentase Pengendalian % 100 95,35 | Sangat A
Pembangunan Tata Kelola dan Pelayanan Baik
Daerah Yang BUMD dan BLUD
Ditindaklanjuti -
Sesuai Ketentuan, | 3- Persentase Pengendalian % 100 100 Sangat A
dan progress Pelaporan Baik
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian kinerja Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali yang dicerminkan dalam
capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator
kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Evaluasi

Tabel. 3.3
Evaluasi Kinerja Biro PBJEK Tahun 2024

n/Sasaran Indikator Satuan Target Realisasi G
1 |Terwujudnya Tata 1.1 | Persentase proses % 100 98,08 98,08
Kelola Pengadaan pemilihan pengadaan
Barang/Jasa di barang/jasa yang tepat
Lingkungan waktu, biaya, kualitas dan
Pemerintah Provinsi layanan
Bali minimal baik -
dalam menunjang visi, 1.2 | Persentase strategi PBJ % 100 100 142,86
misi dan program yang sesuai dengan
Pemerintah Provinsi regulasi PBJ
Bali 1.3 | Persentase pengelolaan % 100 100 100
Katalog Lokal
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Kode

Indikator SEWED] Target Realisasi
1.4 | Tingkat kematangan level 3 3
lembaga UKPBJ (proaktif) | (proaktif)
1.5 | Persentase keterisian % 100 76,09

jabatan Fungsional PBJ
terhadap formasi yang
sudah mendapatkan
rekomendasi

1.6 | Persentase pembinaan % 100 100
dan pengembangan
keahlian/kompetensi SDM
pengadaan barang/jasa

1.7 | Persentase rata-rata % 100 100
bimbingan teknis,
pendampingan dan/atau
konsultasi proses
pengadaan barang/jasa
dan penggunaan seluruh
sistem informasi
pengadaan barang/jasa
pemerintah

1.8 | Persentase fasilitasi % 100 100
pendampingan hukum
bagi pelaku pengadaan di
lingkungan Pemerintah
Provinsi dan layanan
penyelesaian sengketa
kontrak melalui mediasi

Total rata-rata capaian sasaran 1 107,03

2 | Terwujudnya 2.1 | Jumlah OPD yang OPD 100 100

Pengelolaan Layanan melakukan input SIRUP

Pengadaan Secara tepat waktu

Elektronik yang - .

mudah, cepat, 2.2 | Persentase PBJ melalui % 100 100

transparan, akuntabel e-procurement

dan terintegrasi 2.3 | Persentase penyelesaian % 100 20

paket melalui e-kontrak

2.4 | Persentase penyelesaian % 100 100
permasalahan
penggunaan SPSE

2.5 | Persentase pengelolaan % 100 90
infrastruktur layanan
pengadaan barang/jasa
secara elektronik

2.6 | Jumlah pengembangan SIM 1 1
sistem informasi
pendukung UKPBJ

2.7 | Persentase akurasi % 100 100
informasi kepada
pengguna layanan PBJ
internal dan eksternal

2.8 | Jumlah pelaporan Bulan 12 12
transaksi PBJ

2.9 | Persentase pelaksanaan % 100 100
pemantauan bersama
pelaksanaan kontrak
paket strategis

2.10 | Persentase fasilitas % 100 100
layanan administrasi
umum dan kepegawaian

2.11 | Persentase pelaporan % 100 100
akuntabilitas keuangan
dan kinerja tepat waktu

2.12 | Persentase % 100 95
penyelenggaraan
perumusan rancangan
perencanaan
kelembagaan dan
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Persentase
Capaian

No Tujuan/Sasaran Indikator SEWIET Target Realisasi

ketatalaksanaan (IKU,
RENSTRA, RENJA, RKT,
RKA, DPA, DIPA, LkjIP,
LKPJ dan LPPD)

3 | Terselenggaranya 3.1 | Persentase pengendalian % 100 100
fasilitasi kebijakan keterjangkauan harga,
bidang perekonomian ketersediaan pasokan,
dan pembangunan kelancaran distribusi dan
daerah sesuai komunikasi
ketentuan
3.2 | Persentase Penyerapan % 100 100
KUR sesuai dengan
Target
3.3 | Persentase pemanfaatan % 100 100

sumber daya alam,
lingkungan hidup dan

energi

3.4 | Persentase pengendalian, % 100 100
koordinasi BUMD dan
BLUD

3.5 | Persentase pengendalian % 100 100

administrasi pelaksanaan
pembangunan daerah
sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

3.6 | Persentase progress % 100 100
pelaporan pelaksanaan
pembangunan yang
disampaikan sesuai
dengan ketentuan yang
berlaku dan tepat waktu
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3.2.2 Analisis

Capaian Kinerja Tahun 2024

Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
berupaya melaksanakan amanat tugas penunjang pelaksanaan Visi dan Misi
Pemerintah Provinsi Bali dibidang pengadaan barang/jasa melalui pelaksanaan

program/kegiatan dengan capaian Kkinerja tujuan strategis tahun 2024
sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
a. Terwujudnya Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Bali minimal baik dalam menunjang visi, misi dan

prog

ram Pemerintah Provinsi Bali.

Tabel 3.4
Indikator a.1
Persentase proses pemilihan pengadaan barang/jasa yang tepat
waktu, biaya, kualitas dan layanan

Rata-Rata
Capaian

2022 2023 2024

Satuan

Capaian Target Capaian Target Capaian

(%) persen 90 100 90 100 95

Terdapat paket pekerjaan yang batal diproses karena waktu
pelaksanaan pekerjaan yang tidak mencukupi dan ketidaksesuaian
persyaratan teknis lainnya sehingga anggaran dialokasikan kembali di
tahun 2024.

Tabel 3.5
Indikator a.2
Persentase strategi pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan
regulasi pengadaan barang/jasa

2023

Rata-Rata
Capaian

2022 ‘ 2024

Target ‘ Capaian Target Capaian

Capaian

(%) persen 82 100 85 100 90

Masih terdapat pengadaan barang/jasa yang mengalami perubahan
perencanaan pada saat realisasi, hal ini disebabkan karena adanya
perubahan regulasi dan ketentuan pengadaan barang/jasa itu sendiri
seperti contoh : berkembangnya komuditas katalog lokal.

Tabel 3.6
Indikator a.3
Persentase pengelolaan katalog lokal

Rata-Rata
Capaian

2022 ‘

2023 2024
Satuan

Capaian

Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Pada Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Provinsi Bali telah
dilaksanakan 2 kali sosialisasi etalase produk yang telah tayang dan 11
kali Focus Group Discussion (FGD) penambahan etalase produk.
Sampai dengan Desember 2024 sudah tayang sebanyak 43 etalase
produk.
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Tabel 3.7
Indikator a.4
Tingkat kematangan UKPBJ

2021 ‘ 2022 2023 Rata-Rata

Capaian
Akhir
Renstra

SEWE

(%) persen 3 3 3 4 3 3

Tingkat Kematangan UKPBJ :

Pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih adhoc
dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi dalam organisasi
pengadaan barang/jasa (UKPBJ)

Level 1
(WEES)]

Memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, namun
masih tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses
pengadaan barang/jasa yang aktif

Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi
penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun
eksternal

Level 3
(Proaktif)

Level 4 Proses/pola pikir pengelolaan inovatif yang terintegrasi dan strategis untuk
(Strategis) mendukung pencapaian kinerja organisasi

Level 5 Penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik yang berkelanjutan
(Unggul) sehingga manjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya

Sampai dengan Desember 2024, dari sembilan variabel 6 variabel
sudah berada pada Level 4 (Strategis) dan 3 variabel berada pada Level
3 (Proaktif). Tahun 2023 dan 2024 dioptimalkan kembali terkait
implementasi kematangan lembaga UKPBJ Level 3 (Proaktif).

Gambar 3.1
Hasil Pengisian Penilaian Mandiri Kematangan Lembaga UKPBJ
Provinsi Bali pada Aplikasi SIUKPBJ

Pengisian Penilaian Mandiri - UKPBJ PROVINSI BALI Home - pengsian Peniian Mandir
E‘ Qi !E ‘m Search: :
No 4 Domain Variabel Level Status Aksi
1) Proses Manajemen Pengadaan Strategis @
2) Proses Manajemen Penyedia Strategis m‘
3) Proses Manajemen Kinerja Strategis o# Perbaru }
4 Proses Manajemen Risiko Strategis u
5 Kelembagaan Pengorganisasian Kelembagaan Strategis m
6) Kelembagaan Tugas/Fungsi Kelembagaan Strategis ‘ # Perbaru ‘
7) SDM Perencanaan SDM Pengadaan Strategis # Perba
8) SDM Pengembangan SDM Pengadaan Strategis # Perbaru ‘
9) Sistem Informasi Sistem Informasi Strategis Menunggu Verifikasi E
Showing 1to 9 of 9 entries
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Tabel 3.8
Indikator a.5
Persentase keterisian jabatan fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa terhadap formasi yang sudah mendapat rekomendasi

Rata-Rata
Capaian

2023 2024

2022 ‘

Satuan
Capaian ‘ Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 50 50 51,60 66 76,09

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan
rekomendasi di tahun 2023 adalah sebanyak 46 formasi. Sampai
dengan Desember 2024 sudah terisi sebanyak 35 formasi atau sebesar
76,09%.

Tabel 3.9
Indikator a.6
Persentase pembinaan dan pengembangan keahlian/kompetensi
sumber daya manusia pengadaan barang/jasa

Rata-Rata
Capaian

2022 2023

2021 ‘

SEWE

Capaian ‘ Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100

Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bintek/pembinaan/sosialisasi dalam
rangka kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang
dan Jasa, terdiri dari :

No Kegiatan Sasaran Volum| Tempat | Waktu
(S
1 [Bimtek KPA/PPK, Pokja Ruang Rabu, 11
Pemilihan d 100 ; September
Perencanaan emilinan dan Wiswa 2024
Pejabat orang
Pengadaan ) } Sabha Utama
Barang/Jasa P'engadaan di Kantor
> Lingkungan
Pemerintah Pemerintah Gubernur
Provinsi Bali Provinsi Bali
2 Bimtek KPA/PPK, Pokja 100 Ruang Rabu, 18
Pengendalian Pemilihan dan oran Wiswa Sabha Sepzt(e):g}ber
Kontrak Pejabat Pengadaan & | Utama
Pengadaan di Lingkungan Kantor
Barang/Jasa Pemerintah Gubernur
Pemerintah o . Provinsi Bali
Provinsi Bali
Tabel 3.10
Indikator a.7

Persentase rata-rata bimbingan teknis, pendampingan dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh
sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah

REIEEREE
Capaian

2022 2023

2021 ‘

Capaian ‘ Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100
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Bimbingan  teknis, pendampingan dan/atau  konsultasi  proses
pengadaan barang/jasa dan penggunaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa pemerintah dilaksanakan melalui Focus Group
Discussion (FGD), pendampingan langsung ke perangkat daerah maupun
konsultasi stakeholder di UKPBJ.

Tabel 3.11
Indikator a.8
Persentase fasilitasi pendampingan hukum bagi pelaku pengadaan di
lingkungan Pemerintah Provinsi dan layanan penyelesaian sengketa
kontrak melalui mediasi

2021 ‘ 2022 2023 Rata-Rata

Capaian

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100

Permasalahan hukum pengadaan barang/jasa di tahun 2024 berupa : 3
sanggahan, 2 permasalahan hukum, 2 pendampingan/konsultasi Tim
Clearing House dan 10 permohonan pendampingan/konsultasi
pelaksanaan tahapan pengadaan barang/jasa. Semua kegiatan
pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan
barang/jasa dimaksud telah terfasilitasi proses pendampingan.

b. Terwujudnya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang
mudah, cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Tabel 3.12

Indikator b.1
Jumlah OPD yang melakukan input RUP tepat waktu
2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian
Akhir

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian Renstra

(%) persen 36 36 36 36 36 36

Pendampingan OPD dalam penginputan RUP pada Aplikasi SIRUP per-
Desember 2024 sudah sesuai dengan dokumen anggaran dan
terealisasi sebesar 36 OPD yang sudah melakukan penginputan RUP.

Tabel 3.13
Indikator b.2
Persentase pengadaan barang/jasa melalui e-procurement

2022 ‘ 2023 2024 Rata—Rata
Capaian
Akhir
Renstra

Satuan

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 95 100 100 100

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali, telah difasilitasi melalui e-prucurement yaitu melalui e-
purchasing (katalog nasional, lokal dan sektoral), Toko Daring/Bela
Pengadaan dan SPSE.
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Tabel 3.14
Indikator b.3
Persentase penyelesaian paket melalui e-kontrak

Capaian
. Akhir
Capaian Renstra

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Satuan

(%) persen 0 100 88 100 90

Fitur e-kontrak telah diterapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Serta integrasi dengan para stakeholder (seperti BKPAD Provinsi Bali
selaku perangkat daerah pengelola keuangan daerah) telah
dikoordinasikan dengan optimal.

Tabel 3.15
Indikator b.4
Persentase penyelesaian permasalahan penggunaan SPSE

2021 ‘ 2022 2023 Rata-Rata

Capaian
Satuan Akhir

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian Renstra

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Permasalahan terkait penggunaan SPSE difasilitasi oleh LPSE Provinsi
Bali dan LKPP RI selaku lembaga pembina pengadaan barang/jasa.
Sampai Desember 2024, semua permasalahan dapat diselesaikan oleh
Tim LPSE Provinsi Bali. Terdapat permasalahan penggunaan SPSE
yang diteruskan penanganannya ke LKPP RI yaitu terkait adanya hack
oleh oknum tak bertanggungjawab terhadap beberapa akun Pokja
Pemilihan.

Tabel 3.16
Indikator b.5
Persentase pengelolaan infrastruktur layanan pengadaan barang/jasa
secara elektronik

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian
Akhir

Satuan
Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian Renstra

(%) persen 85 100 90 100 90

Target terhadap pengelolaan infrastruktur layanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik tidak 100 % dikarenakan masih ada
kemungkinan terhadap permasalahan yang di luar kendali dan
perencanaan penanganan.

Tabel 3.17
Indikator b.6
Jumlah pengembangan sistem informasi pendukung UKPBJ

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian

SIM 1 1 1 1 1 100

Target sasaran pengembangan sistem informasi pendukung UKPBJ di
tahun 2024 terealisasi 1 SIM (100%) adalah pengembangan sistem
informasi pengadaan barang/jasa (SiAngsa) dalam mendukung kinerja
UKPBJ.
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Tabel 3.18
Indikator b.7
Persentase akurasi informasi kepada pengguna layanan pengadaan
barang/jasa internal dan eksternal

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Satuan Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Informasi penggunaan layanan pengadaan barang/jasa baik internal
maupun eksternal disampaikan melalui sistem informasi terkait (SPSE),
website, email dan akun media social.

Tabel 3.19
Indikator b.8
Jumlah pelaporan transaksi pengadaan barang/jasa

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian

Bulan 12 12 12 12 12 12

Pelaporan transaksi pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan
sampai dengan pelaksanaan kontrak dilaksanakan secara periodik
setiap bulan. Tahun 2024, pelaporan sudah dilaksanakan sampai
dengan Bulan Desember 2024.

Tabel 3.20
Indikator b.9
Persentase pelaksanaan pemantauan bersama pelaksanaan kontrak
paket strategis

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian
Akhir
Renstra

Satuan

Capaian ‘ Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan secara periodik setiap bulan.
Pemantauan paket strategis dalam pelaksanaan pekerjaan untuk
menghindari potensi permasalahan dan kontrak kritis.

Tabel 3.21
Indikator b.10
Persentase fasilitas layanan administrasi umum dan kepegawaian

2022 ‘ 2023 2024 Rata—Rata
Capaian
Akhir
Renstra

Capaian ‘ Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Pelayanan administrasi kepegawaian diselenggarakan 1 (satu) tahun
mulai dari Bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024. Seluruh
permohonan telah diproses dengan capaian 100%.
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Tabel 3.22
Indikator b.11
Persentase pelaporan akuntabilitas keuangan dan kinerja tepat waktu

2021 ‘ 2022 2023 Rata-Rata

Capaian
Akhir
Renstra

SEWE
Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Laporan pengelolaan keuangan disusun sesuai dengan periodiknya
sampai dengan tahun 2024 semua laporan sudah tersusun tepat waktu
dengan terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3.23
Indikator b.12
Persentase penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan
kelembagaan dan ketatalaksanaan (IKU, RENSTRA, RENJA, RKT,
RKA, DPA, DIPA, LkjIP, LKPJ dan LPPD)

2021 ‘ 2022 2023 Rata-Rata

Capaian
Akhir

Capaian Renstra

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Penyelenggaraan perumusan rancangan perencanaan kelembagaan
dan ketatalaksanaan terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan
perumusan rancangan perencanaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
(IKU, RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA,

LkjIP, LKPJ dan LPPD) sampai dengan akhir tahun 2024 sudah
terealisasi 100%.

c. Terselenggaranya fasilitasi kebijakan bidang perekonomian dan
pembangunan daerah sesuai ketentuan.

Tabel 3.24
Indikator c.1
Persentase pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan
pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata
Capaian
Akhir
Renstra

SEWE

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran
distribusi dan komunikasi dilaksanakan melalui monitoring ke lapangan
dan koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan
Tim Perluasan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan stakeholder
terkait, seperti Bank Indonesia (Bl), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan
pihat terkait lainnya.
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Tabel 3.25
Indikator c.2
Persentase Penyerapan KUR sesuai dengan Target

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian
. Akhir
Capaian Renstra

Satuan

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Sampai dengan Desember Tahun 2024, fasilitasi pengordinasian
penyerapan KUR dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui
lembaga keuangan telah terfasilitasi dengan baik.

Tabel 3.26
Indikator c.3
Persentase pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan
energi

2021 ‘ 2022 2023 Rata-Rata

Capaian
. Akhir
Capaian Renstra

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Sampai dengan Desember Tahun 2024, pengkoordinasian perumusan
kebijakan dibidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan,
pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan air telah
terselenggaran dengan baik.

Tabel 3.27
Indikator c.4
Persentase pengendalian, koordinasi BUMD dan BLUD

2022 ‘ 2022 2024 Rata-Rata

Capaian
Akhir

Satuan
Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian Renstra

(%) persen 100 100 100 100 100

Fasilitasi pengendalian dan pelayanan koordinasi bagi BUMD dan BLUD
telah terselenggara dengan baik. Hanya saja, fungsi pembinaan
terhadap BUMD masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena
keterbatasan personil pelaksana teknis.

Tabel 3.28
Indikator c.5
Persentase pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2022 ‘ 2023 2024 Rata—R_ata
Capaian

SEWE Akhir

Capaian Target ‘ Capaian Target Capaian Renstra

(%) persen 100 100 100 100 100 100

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 20 (dua
puluh satu) kali, diantaranya 15 Kegiatan yang dilakukan secara
monitoring sedangkan 5 kegiatan sisanya yaitu lanjutan atau evaluasi
pekerjaan dilapangan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada
bulan Juli 2023, yang perencanaanya sampai bulan Oktober 2024 yang
dilaksanakan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas Pendidikan
dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bali.
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Tabel 3.29
Indikator c.6
Persentase progress pelaporan pelaksanaan pembangunan yang
disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu

2022 ‘ 2023 2024 Rata-Rata

Capaian
Akhir
Renstra

(%) persen 100 100 100 100 100 100

SEWE

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini telah dilakukan sebanyak 21 (dua
puluh satu) kali, diantaranya 15 Kegiatan yang dilakukan secara
monitoring sedangkan 6 kegiatan sisanya yaitu lanjutan atau evaluasi
pekerjaan dilapangan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilakukan pada
bulan Agustus 2024, yang perencanaanya sampai bulan Nopember
2024 yang dilaksanakan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, Dinas
Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Bal

3.2.3 Informasi Tambahan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024

a. Capaian Nilai MCP Korsupgah

Gambar 3.2
Capaian MCP Korsupgah Provinsi Bali

hn Publik ~ Forum ~ Lainnya ~ 'H:‘,"* fahasa - \/C)\\)

Total Nilai Capaian Peringkat Instansi Q_  cari Wilayah
Nasional
No -+~ Nama Instansi Indeks
1 Pemerintah Kota Denpasar 99
2 Pemerintah Provinsi Bali 99
Pemerintah Kabupaten Tabanan 98
18 Pemerintah Kabupaten Gianyar 97
28 Pemerintah Kabupaten Jembrana 96
39 Pemerintah Kabupaten Bangli 96
41 Pemerintah Kabupaten Klungkung 96
42 Pemerintah Kabupaten Badung 96
63 Pemerintah Kabupaten Karangasem 95
129 Pemerintah Kabupaten Buleleng 91

= Records perpage: 10 ~ 1-10 of 10 @
19
= =

1604 :a ¥ g v & @

elayanan Publik ~ Forum ~ Lainnya ~ ‘”‘Jm fahasa ~ ('O\ ) Masuk / Daftar

yilayah

Records per page: 10 + 1-10 of 10

Progres Keberhasilan Wilayah Provinsi Bali

Perencanaan Penganggaran  Pe an Pelayanan Pengawasan Manajemen Pengelolaan Optimalisasi
Bz an Publik APIP ASN BMD Pajak

Jasa

Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata Rerata
97

98 98 94 91 94 98
m

Gambaran Umum Kor‘sumber Data I
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ebagian ceral = 05/03/20;
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b. Capaian Nilai Stranas PK

Gambar 3.3
Capaian Stranas PK Provinsi Bali

STRANAS PENCEGAHAN )
KORUPSI o m e o B
Total Capaian Semua Instansi — e
803 508 800 812 815 818 821 824
Daftar Fokus STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI (Semua Instansi)
"-k\‘
;o) Fokus Fokus Fokus
/,J Perizinan dan Tata Niaga Keuangan Negara Perizgaken Hukum dar

Reformasi Birokrasi

BO3 B06 B0e B12 BI5 B18

513 821 B2 503 806 S0 B12 B15 B8 821 824
.
STRANAS PENCEGAHAN
KORUPSI
Total Capaian Pemda Tingkat 1 (Provinsi) L - . -
803 =08 02 512 815 513 521 824
Daftar Fokus STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI (Pemda Tingkat 1 (Provinsi))
—
'”% Fokus Fokus
! Perizinan dan Tata Niaga Keuangan Negara
3. 343% 86
I N . i
502 508 809 512 815 512 521 824 502 508 200 521 824
0%
STRANAS PENCEGAHAN
0, s13%
80% ) KorupsI - ol mmm
Total Capaian Pemerintah Provinsi Bali — -
803 506 200 812 815 818 821 824

Daftar Fokus STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI (Pemerintah Provinsi Bali)

80 % Fokus

Keuangan Negara

803 806 B0 B15 B18 821 B24
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C.

Integrasi Perencanaan Penganggaran berbasis Elektronik ° e

B03 806 B0@ B12 B15 B18 B2 B4

ﬁf
=

Implementasi E-payment dan E-katalog ° 2

BO3 B06 B0Q B12 B15 B18 821 B24

Pemanfaatan e-kstalog °

=TI
Termanfaatkannya Bela Pengadaan di 13 K/L dan 34 Provinsi ° Ml - —_ 100 %

Kematangan Lembaga UKPBJ

Gambar 3.4
Capaian Tingkat Kematangan Lembaga UKPBJ Provinsi Bali

Hasil Pengisian Penilaian Mandiri
n Tingkat Kematangan Organisasi UKPB)
PROVINSI BALI
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d. Apresiasi Atas Komitmen dan Kontribusi Dalam Pelaksanaan Aksi
Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik (Implementasi Katalog Lokal)
Tahun 2021 - 2022

Gambar 3.5
Piagam Apresiasi KPK

€. Penghargaan Pencapaian Memenuhi Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel (9/9)
untuk Mencapai Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) Tahun 2024

Gambar 3.6
Piagam Penghargaan Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif)
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f. Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Keterisian JF PPBJ dan Nilai ITKP Tertinggi
Kategori Pemerintah Provinsi Tahun 2024

Gambar 3.7
Penghargaan UKPBJ Proaktif

g. Penghargaan Top Pembina BUMD Tingkat Nasional Tahun 2024

Gambar 3.8
Piagam Penghargaan Top Pembina BUMD
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h. Penghargaan Jamkrida Award 2024 Terbaik Ketiga kategori pemegang saham pengendali
sekaligus sebagai pembina BUMD Tahun 2024

Gambar 3.9
Jamkrida Award
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3.3 Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Belanja Langsung Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
Bali Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.12.177.545.560,00 dan terealisasi sebesar
Rp.10.995.190.772,00 atau 74,98 %. Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024
yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
dan indikator disajikan pada tabel berikut :

Program / Kegiatan

Tabel 3.30
Realisasi Belanja Langsung menurut Sasaran dan Indikator tahun 2024

Anggaran
Induk (Rp)

Anggaran
Perubahan

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Prosentase
(%)

BelanjaLangsung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN3.445.032.360 | 3.307.678.560 | 2:683.573.328 61,96
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI.
Perencanaan, Penganggaran, dan | 13.500.000 13.500.000 9.417.500 69,76
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Umum Perangkat 2.828.412.360 | 2.706.058.560 | 2.270.444.952 57,26
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik 603.120.000 588.120.000 403.710.876 58,86
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN|1.112.579.000 | 1.212.485.000 905.635.080 79,44
PEMBANGUNAN
Pengelolaan Kebijakan 574.787.000 | 574.695.000 | 395.197.126 | 61,81
dan Koordinasi
Perekonomian
Pengelolaan Kebijakan dan 431.002.000 431.000.000 356.516.800 82,72
Koordinasi Sumber Daya Alam
Pengelolaan Kebijakan 106.790.000 | 206.790.000 | 193.921.154 93,78
dan Koordinasi BUMD dan
BLUD
PROGRAM KEBIJAKAN DAN 765.655.000 | 7.575.257.000 | 7-338.956.640 76,93
PELAYANAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA
Pengelolaan Pengadaan Barang 115.976.000 6.925.646.000 6.799.605.210 89,30
dan Jasa
Pengelolaan Layanan 499.563.000 499.495.000,00 427.341.507 79,28
Pengadaan Secara Elektronik
Pembinaaan dan Advokasi 150.116.000 150.116.000 112.009.923 62,22
Pengadaan Barang Jasa
PROGRAM KEBIJAKAN 82.125.000 82.125.000 67.025.724 81,58
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Pengendalian Administrasi 39.964.000 39.964.000 32.050.612 80,20
Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
Pelaporan Pelaksanaan 42.161.000 42.161.000 34.975.112 82,96
Pembangunan Daerah

JUMLAH 5.405.391.360 | 12.177.545.560 | 10.995.190.772 74,98
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali disusun berdasarkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024, serta Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi
pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan
strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak
dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk
target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Biro Pengadaan Barang/Jasa
dan Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali) Tahun 2024 dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian
indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor antara lain sumber
daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

2. Capaian kinerja untuk tujuan strategis dan sasaran strategis ini sangat baik
dengan rata-rata capaian 100 % dengan kinerja anggaran sebesar
Rp.10.995.190.772,00 atau sebesar 74,98 %.

3. Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali melalui
tugas dan fungsinya pada Tahun 2024 telah berhasil mendorong Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan
pengadaan barang/jasa dengan prinsip value for money yang menghasilkan
efisiensi penggunaan anggaran belanja pengadaan barang/jasa sebesar Rp.
113.687.153.426,00 atau 12,98% berdasarkan perbandingan pagu anggaran
dengan nilai kontrak.

4. KPK RI memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali dalam program
Stranas PK dan MCP Korsupgah atas komitmen dan kontribusi dalam
pelaksanaan aksi pengadaan barang/jasa berbasis elektronik (implementasi
katalog lokal) Tahun 2022 — 2023. Dalam MCP Korsupgah, Pemerintah
Provinsi Bali berhasil mencapai posisi 1 untuk Nasional dan khusus di area
pengadaan barang/jasa sudah mencapai nilai 100 %.

5. Dalam penyelenggaraan fasilitasi kebijakan di bidang perekonomian dan
pembangunan daerah sesuai ketentuan rata-rata sudah terselenggara
dengan baik, seperti :

a. Pengendalian keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan,kelancaran
distribusi dan komunikasi.

b. Pengendalian dan koordinasi BUMD dan BLUD.

c. Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan serta pelaporan
pelaksanaan pembangunan.

Hanya saja, fungsi pembinaan terhadap UMKM masih belum dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan personil pelaksana teknis
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4.2 Saran/Rekomendasi

Dari analisis rencana strategis, rata-rata indikator sudah bisa dicapai namun
masih perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Langkah-langkah yang perlu
diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan
peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

a.  Melanjutkan upaya implementasi kematangan kelambagaan UKPBJ dapat di
tingkatkan dari level 3 (proaktif) menuju level 4 (strategis) atau level 5(unggul)
sehingga Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
dapat menjadi role model atau sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP).

b. Peningkatan 100% e-procurement di perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah provinsi Bali melalui penyempurnaan tata kelola pengadaan
barang/jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan
komitmen stakeholder untuk melaksanakan 100% e-procurement dalam
pelaksanaan anggaran yang dibelanjakan melalui pengadaan barang/jasa,
terutama bagi APBD Pemerintah Provinsi Bali.

c. Melanjutkan proses pengelolaan katalog lokal untuk pengembangan dan
pembinaan pelaku usaha lokal sehingga dapat ikut serta dalam proses
pengadaan barang/jasa di daerah untuk beberapa komoditas dan varian yang
memenuhi kreteria untuk masuk ke dalam katalog lokal dengan berkoordinasi
ke LKPP-RI.

d. Meningkatkan pembinaan profesionalitas dan kompetensi pelaku pengadaan
barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

e. Meningkatkan peran dan fungsi dalam penyelenggaraan fasilitasi kebijakan di
bidang perekonomian dan pembangunan daerabh.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini diharapkan
dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan,
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Biro Pengadaan
Barang/Jasa dan Perekonomian

Ketut Nayaka, S.H., M.H.
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19680911 198903 1 005
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